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ABSTRAK 

Penggunaan kekerasan dalam proses penegakan hukum tidak dibenarkan.  

Namun di dalam tugas Polri ada wewenang yang melegalkan itu dalam situasi dan 

kondisi tertentu.  Wewenang itu tercantum di dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan 

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar 

Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.  Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai kewenangan 

diskresi yang dimiliki oleh Polri.  Di dalam situasi tertentu yang mengancam jiwa 

baik anggota polisi dan warga sipil di sekitar penyergapan, dapat dilakukan 

tembak di tempat langsung tanpa peringatan terlebih dahulu.  Polisi dalam situasi 

yang kondusif wajib melakukan peringatan-peringatan tanpa kekerasan yang 

bertujuan untuk membuat tersangka menyerah tanpa perlawanan.  Permasalahan 

dalam tema ini adalah bagaimana aturan yang mengatur tentang tembak ditempat? 

Dimana disisi lain Polri harus memperhatikan juga dari sisi Hak Asasi Manusia 

(HAM). 

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif yakni menjelaskan tentang prosedur 

kewenangan menembak dan bentuk pertanggungjawabannya baik secara yuridis 

maupun empirisnya.  Aparat kepolisian dalam melakukan penembakan terhadap 

tersangka sering dilihat sebelah mata oleh masyarakat.  Banyak orang 

beranggapan bahwa aparat kepolisian sengaja memberikan tembakan kepada 

tersangka sebagai suatu hukuman untuk memberi efek jera kepada para tersangka.  

Menembak seorang tersangka pada dasarnya dilakukan dalam keadaan yang 

sangat mendesak dan terpaksa.  Aparat kepolisian melakukan penembakan pada 

dasarnya dilakukan hanya kebagian tubuh yang tidak mematikan, tetapi apabila 

situasi dan kondisi yang sangat membahayakan aparat kepolisian diperbolehkan 

menembak pada bagian-bagian yang mematikan hal tersebut dilakukan agar tidak 

menimbulkan korban jiwa baik dari aparat kepolisiannya sendiri maupun 

masyarakat sekitar.  Setelah melakukan penembakan aparat kepolisian dituntut 

untuk dapat bertanggungjawab secara individu.  Bentuk pertanggungjawaban ini 

dapat berupa laporan secara tertulis kepada atasan yang bertanggung jawab 

langsung ataupun dapat berupa sanksi disiplin, kode etik bahkan sanksi pidana 

apabila terbukti adanya pelanggaran.  

Hasil penelitian ini yaitu tembak di tempat oleh anggota kepolisian terhadap 

tersangka dihapuskan pidananya karena alasan pembenaran, yaitu menjalankan 

undang-undang. Selain itu penggunaan kekuatan dengan senjata api oleh anggota 

kepolisian untuk tindakan tembak ditempat juga didasarkan pada kewenangan 

diskresi. Kewenangan diskresi tersebut intinya yaitu anggota Polri dapat bertindak 

menurut penilaiannya sendiri. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan 

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 telah sesuai dengan Pancasila, UUD 

1945, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  

Kata Kunci : Tembak di Tempat, Penggunaan Senjata Api, Diskresi. 
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ABSTRACT 

Use of force in the process of low not justified.  But in the task of Police’s 

authority to legalise it in the situation and certain conditions.  The power of it 

contained in Kapolri Regulation No.1 Year 2009 about The use In Action Police 

and Kapolri Regulation No.8 Year 2009 about Implementasi Principle and the  

Human Rights in the Implementation of the Police Duty Satate of the Republic of 

Indonesia.  In the loaw in explain about it is the discretion in have by Police.  In a 

particular situation that threaten soul both members of the police and civilians 

around ambush, can be done shoot here directly without warning firs.  The Police 

in that situation conducive mandatory doing warnings without violence that aims 

to make the suspects give up without resistance.  The problemin this theme is how 

the rules governing about shoot in place?Where on the other side polri must pay 

attention to the also from the side of human rights. 

Methods used by the writer used in this research is descriptive research, that 

explaining about shooting authority procedures and form of responsibility in both 

jurisdiction and empirically.  Police force apparatus in executes about shooting to the 

suspected often boss eyed sight by public.  Much people assuming that police force 

apparatus intentionally shots to the suspected as a penalty to give wary effect  to 

suspected.  Police has given the authority by rules to perform the violence based on their 

individual assessment, often so called discretion.  Shots the suspected basically ought to 

be done in emergency and urgent.  Police force do the shots is basically only to the 

immportal body parts, but in very danger situation and conditions, the police apparatus is 

permitted shots to the deadly body parts, this has carried out to avoid the life victims in 

both police and public around.  After shots, the apparatus police are obligated to get 

responsibility individually.  Form of responsibility is may be written reports to the 

commander who have direct responsibility or as discipline sanction, ethical codes, even 

punishment sanction if proven to be violation.  Weight of sanction has given is based on 

the weight of mistaken has done by the police apparatus it self. 

The result namely shoot where by members of the police against the 

suspects abolished criminal because the reason justification, that is running invite 

the law.  In addition to the use of power with firearms by members of the police to 

shoot where it is also in basic on the discretion. It is the discretion is the point is a 

member of the Police can act according to the marking myself.  Regulation 

Kapolri No.1 Year 2009 and Kapolri Regulation No. 8 Year 2009 has been in 

accor in accordance with the Pancasila. 

Key Words : Shoot in Place, The use of a firearm, The discretion 
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